
 
 

 
 

BUPATI MAJENE 
PROVINSI SULAWESI BARAT 

 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAJENE 
NOMOR 57 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE 

NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI MAJENE, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah 

Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel 

maka perlu ditindak lanjuti dengan petunjuk pelaksanaan 

sebagai pedoman bagi aparat maupun masyarakat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene 

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Majene Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3987); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4189); 
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5233); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5769); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3258); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4593); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 

Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan 

Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5179); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Majene 

Tahun 2011 Nomor 8). 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PETUNJUK 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE 

NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Majene. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

Majene yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat daerah 

Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Majene. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 

DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Majene sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah.  

5. OPD yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat 

daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang. 

6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat 

BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Majene. 

7. Kepala Ba dan  Pendapatan Daerah yang selanjutnya 

disebut Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Majene. 

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah 

kontribusi wajib daerah yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara. 

9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang 

ditunjuk untuk menyimpan, menyetorkan, 

menatausahakan dan mempertanggung jawabkan 

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah. 

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 

usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah 

(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, 

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ 

peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan 

dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, 

gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah 

penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah 

kamar lebih dari 10 (sepuluh). 
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12. Pengusaha Hotel adalah perseorangan atau badan yang 

menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya 

sendiri atau untuk dan atas nama Pihak lain yang menjadi 

tanggungannya. 

13. Pajak Hotel adalah selanjutnya disebut Pajak adalah 

pungutan daerah atas pelayanan hotel. 

14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat 

dikenakan Pajak. 

15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 

16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender 

atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala 

Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi 

dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan 

melaporkan pajak yang terutang. 

17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 

tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan 

tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada 

suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau 

dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, 

penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang 

sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada 

Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan 

penyetorannya. 

20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak 

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek 

pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang 

telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 

dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat 

pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 

STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 

dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau 

denda. 
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23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya 

pajak yang terutang. 

24. Bon Penjualan/Faktur/Bukti Penerimaan adalah bukti 

pembayaran yang sekaligus bukti pungutan pajak,dibuat 

oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas 

jasa penginapan beserta fasilitas pendukung penginapan, 

penjualan makanan dan minuman. 

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan 

pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 

jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 

pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang 

masih harus dibayar. 

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 

yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 

pajak yang telah ditetapkan. 

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan 

pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 

pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak 

yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya 

disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan 

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada 

kredit pajak. 

29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau 

kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang 

terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak 

Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat 

Keputusan Keberatan. 

30. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan 

secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi 

keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, 

penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan 

penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan 

menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan 

laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 
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31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi 

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah dan retribusi daerah. 

32. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan 

retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 

Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang 

perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta 

menemukan tersangkanya. 

 

BAB II  
JENIS OBYEK DAN SUBYEK PAJAK 

 
Pasal 2 

(1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut atas setiap pelayanan 

yang disediakan oleh Hotel; 

(2) Objek Pajak adalah setiap pelayanan yasng disediakan oleh 

Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai 

kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan 

dan kenyamanan termasuk fasilitas olah raga, ruangan 

pertemuan dan hiburan; 

(3) Jasa penunjanh yang dimaksud pada ayat (2) adalah 

fasilitas Telepon, Telex, Internet, Foto Copy, Laundry, dan 

Fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh 

Hotel. 

 

Pasal 3 

Tidak termasuk Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) adalah: 

a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah dan Pemerintah daerah; 

b. Jasa sewa apartemen dan sejenisnya; 

c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan 

keagamaan; 

d. Jasa tempat tinggal di Rumah Sakit, Asrama Perawat, Panti 

Jompo, Panti Asuhan dan Panti Sosial lainnya yang sejenis; 

dan 

e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang 

diselenggarakan oleh hotel yang dimanfaatkan oleh umum. 
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Pasal 4 

(1) Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang 

melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. 

(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang 

mengusahakan Hotel. 

(3) Pengusaha Pajak Hotel yang tidak menggunakan Selt 

Assesment/Cash Register wajib menggunakan Bill/Bon 

pembayaran yang diporporasi oleh Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Majene. 

 

BAB III 
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK 

 
Pasal 5 

(1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang 

dilakukan kepada hotel. 

(2) Yang dimaksud Hotel pada ayat (1) adalah fasilitas penyedia 

jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya 

dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, 

losmen, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya 

serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 

(sepuluh). 

 
Pasal 6 

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). 

 

Pasal 7 

(1) Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan 

cara mengkalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 

dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5. 

(2) Pengusaha Hotel harus menambahkan Pajak atas 

pembayaran pelayanan di Hotel dengan perhitungan pajak 

sebagaimana pada ayat (1). 

(3) Jika pengusaha Hotel tidak menambahkan pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka jumlah 

pembayaran sudah termasuk Pajak Hotel. 

 
BAB IV 

MASA PAJAK 
 

Pasal 8 

Masa Pajak hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 

bulan. 

 
Pasal 9 

Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat pelayanan 

Hotel. 
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BAB V 

TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK HOTEL 

 

Pasal 10 

(1) Setiap wajib Pajak mengisi SPTPD; 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi 

dengan jelas dan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh 

wajib pajak atau kuasanya; 

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima 

belas) hari setelah berahinya masa pajak; 

(4) Berdasarkan SPTPD, pajak tentang ditetapkan dengan 

menerbitkan SKPD; 

(5) Berdasarkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) wajib 

pajak melaksanakan pembayaran pada bendahara penerima 

dengan meminta bukti pembayaran SSPD; 

(6) Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga 

puluh) hari sejak SKPD diterima dikarnakan sanksi 

Administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih 

dengan penerbitan STPD. 

 

 
BAB VI 

PEMERIKSAAN 

 
Pasal 11 

(1) Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan unsur terikat 

seperti Kejaksaan Negeri, Kepolisian dan Badan Pengawas 

Keuangan (BPK) berwenang melakukan pemeriksaan untuk 

menatapkan jumlah pajak terutang dari hasil pajak hotel 

dalam rangka melaksanakan keputusan ini. 

(2) Untuk keperluan pemeriksaan petugas harus melengkapi 

dengan surat perintah tugas dan harus memperlihatkan 

kepada wajib pajak yang di periksa. 

(3) Wajib pajak yang diperiksa, wajib: 

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan pembukuan 

atau pencatatan dokumen lain yang berhubungan dengan 

kegiatan usaha wajib pajak; 

b. Memberikan kesempatan untuk yang dianggap perlu dan 

memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 
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Pasal 12 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan 

tempat usaha apabila: 

a. Wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10; 

b. Wajib pajak tidak menyetorkan pajak terutang sehingga dapat 

menimbulkan kerugian pada Daerah. 

 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 13 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Majene.  

 

Ditetapkan di Majene  
Pada tanggal 29 Nopember 2017 

 
BUPATI MAJENE,  
 

 

 

 

H. FAHMI MASSIARA 

 

 
 

 
Diundangkan di Majene 
pada tanggal 29 Nopember 2017 

 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE, 
 
 

 

 

H. BURHANUDDIN 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 NOMOR 57. 
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